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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui responsibilitas Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penanganan pelanggaran 
kode etik Aparatur Sipil Negara apda Pilkada 2020, berdasarkan aspek 
Responsibilitas dan faktor-faktor yang memengaruhi responsibilitas. Pada 
penielitian ini menggunakan 5 aspek responsibilitas, yaitu Responsibilitas 
Administratif, Responsibilitas Legal, Responsibilitas Politik, Responsibilitas 
Profesional dan Responsibilitas Moral. Serta 5 faktor yang memengaruhi 
responsibilitas, yaitu, pemahaman tanggung jawab, pemberian wewenang sesuai 
tanggung jawab, evaluasi kinerja, tindakan-tindakan yang akurat, adil dan tepat 
waktu, serta komitmen pemimpin. Dari jumlah pelanggaran kode etik Aparatur 
Sipil Negara pada 7 Kabupaten/ kota di Pilkada serentak 2020 Provinsi Nusa 
Tenggara Barat sebanyak 128 dugaan pelanggaran kode etik aparatur sipil negara 
yang masuk dari laporan/temuan dengan 12 dihentikan karena tidak memenuhi 
persyaratan, dan 116 telah direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil 
Negara untuk ditindaklanjuti. 

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil kinerja Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai dari 5 aspek responsibilitas dan 5 
faktor-faktor yang mempengaruhinya menunjukkan bahwa responsibilitas secara 
umum telah memberikan pertanggungajwaban yang baik dari segala tahapan 
penanganan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan dan 
ketentuan hukum yang ada, serta faktor pendukung yang telah dilakukan sehingga 
penanganan pelangagran kode etik Aparatur Sipil Negara di Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah efektif. Beberapa tindakan 
yang dilakukan memberikan gambaran penanganan pelanggaran yang 
berintegritas, profesional, dan kredibel. Dibuktikan dengan telah menyelesaikan 
semua temuan dan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk pada 
Pilkada 2020 tanpa ada kendala atau kasus yang bermasalah hingga tingkatan 
pusat. Semua pelangagran kode etik telah diselesaikan pada tingkatan Bawaslu 
Provinsi. 
Kata Kunci: Pengawas, Responsibilitas, dan Etik  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latarbelakang 

Indonesia merdeka dan telah mendeklarasikan diri bahwa Indonesia 

merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis. Menganut sistem pemerintahan 

demokrasi dengan dasar negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyatnya. 

Kedaulatan rakyat dengan salah satunya pelaksanaan proses Pemilihan Umum 

sebagai bentuk mewujudkan sistem demokrasi di negara Indonesia guna 

menjunjung hak-hak politik kewarganegaraan di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem 

kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan 

yang dilegalisasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum 

adalah suatu cara untuk menyebarkan kedaulatan secara langsung, terbuka, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil. 

Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat lembaga-lembaga penyelenggara 

pemilu yang berbunyi: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang 

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KPU, BAWASLU, dan DKPP sebagai 

satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota 

DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

DPR serta untuk memilih Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat”. Tertuang 

pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (7) tentang Pemilu. 

Dari waktu ke waktu, dengan adanya peraturan perundang-undangan baru 

terkait penyelenggaraan pemilu, yaitu UU No. 7 tahun 2017 sehubungan dengan 

pemilihan umum, terjadi peningkatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu 
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(Bawaslu) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan pengawas 

pemilu. Terdapat penguatan kewenangan Bawaslu dalam tugas dan fungsinya 

sebagai lembaga pemilu. Salah satunya, yaitu temuan bawaslu tidak lagi berupa 

rekomondasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu saat ini memiliki 

kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga tidak lagi sekadar 

rekomondasi tetapi juga bersifat putusan/keputusan. Bawaslu mendapatkan 

mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu 

dan sengketa pemilu. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 

tentang pemilihan umum menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

pemilihan umum dilarang berpartisipasi aktif dalam kampanye merupakan salah 

satu pelanggaran pemilu. 

Pemilihan umum yang adil adalah kebutuhan demokrasi yang diperlukan 

oleh masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang dinamis, bertindak dalam posisi 

sebagai pemegang seluruh kekuasaan yang membutuhkan landasan kekuatan 

kepercayaan untuk dapat mendapatkan cita-cita yang ingin dicapai. Maka oleh 

sebab itu, salah satu upaya menyelenggarakan sebuah pemilu yang demokratis 

ialah dengan pemilu yang berintegritas dengan penyelenggara yang kredibel dan 

tepercaya, maka akan menjadikan sebuah pemilu demokratis yang 

diselenggarakan dengan tanggung jawab, komitmen dan kejujuran(Diajeng 

Ashkia, 2021). 

Pemilu demokratis yang bersih dan berintegritas akan menghasilkan 

seorang pemimpin yang bersih dan berintegritas juga. Pemimpin yang bersih akan 

memimpin sebuah pemerintahan yang bersih pula. Pemerintahan yang bersih dan 

demokratis akan menguntungkan dan bermanfaat untuk rakyat. Karena itu secara 
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umum pentingnya peran demokrasi yang bersih akan menentukan masa depan 

suatu negara dan negara, namun dalam proses pelaksanaannya masih banyak 

kekurangan dan pelanggaran yang sering terjadi untuk mengatasi berbagai 

permasalahan(Maharani, 2020). 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu 

bagian dari penyelenggara pemilu yang memiliki tanggung jawab mengawasi 

penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Bawaslu 

mempunyai hak, antara lain, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, 

memantau pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, dan memantau temuan atau 

laporan kepada individu/organisasi/lembaga yang diduga atau pelaku pelanggaran 

pemilu. Dalam menjalankan tugasnya berbagai kewenangan Bawaslu antara lain 

melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima laporan dugaan 

pelanggaran pemilu, menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang 

berwenang (Istianda & Zastrawati, 2021). 

Penyelenggaraan pemilihan umum atas partisipasi warga negara (rakyat) 

baik dalam hal hak memilih maupun hak atas keputusan politik, baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung, ialah salah satu ciri pemerintahan 

demokratis dengan aturan hukum yang dijunjung tinggi. Namun, ada 

pengecualian beberapa pengecualian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

kegiatan pemilihan umum yang setiap tahun semakin meningkat, sikap 

keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya terletak pada saat mencoblos 

dibilik suara, tidak boleh lebih dan ada menampakkan keberpihakannya di luar itu 

terlebih sebagai penyelenggara pemilu (Dharmaningtias, 2020). 
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Terkait data pemantauan netralitas ASN tahun 2019 dan 2020, telah 

dikelompokkan berbagai jenis pelanggaran yang terjadi masih didominasi 

kampanye atau sosialisasi melalui jejaring sosial, dalam ebrbagai bentuk seperti 

postingan, like, komentar, dan sharing. Dalam hal ini telah diidentifikasi dari 10 

pelanggar terbanyak berada di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Sukoharjo, 

Provinsi NTB. Kabupaten Dompu, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Banggai, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Makassar, Kabupaten Supiori dan 

Kabupaten Muna (KASN RI, 2020). 

Berdasarkan data tersebut, Pelanggaran ASN di Indonesia masih tinggi 

dalam angka, maka dari itu akan menjadi menarik ketika Provinsi Nusa Tenggara 

Barat masuk dalam 10 daerah penyumbang pelanggaran ASN tertinggi pada 

rentan waktu 2019-2020. Dalam hal ini Bawaslu Nusa Tenggara Barat sebagai 

salah satu Badan Pengawas Pemilu tingkat provinsi yang mempunyai tupoksi 

pengawasan di provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga berperan aktif dalam 

mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum. Dalam temuan jumlah 

temuan dan laporan pelanggaran pilakda 2020, di mana angka pelanggaran masih 

cukup tinggi yang tersebar pada kabupaten/kota diseluruh wilayah Provinsi Nusa 

tenggara Barat. Berdasarkan data di atas Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota 

menangani 128 dugaan pelanggaran kode etik ASN yang berasal dari Temuan dan 

Laporan, 12 dugaan dihentikan karena pelaporan tidak memenuhi syarat, 116 

dugaan pelangagran diteruskan kepada KASN. Ini dapat menjadi sinyal agar 

jajaran BAWASLU Nusa Tenggara Barat sebagai penyelenggara pemilu yang 

dengan jelas memiliki tugas penagwasan, pencegahan dan penanganan 
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pelanggaran(Bawaslu NTB, ntb.bawaslu.go.id diakses pada tanggal 30/10/2022 

pukul 20.15 WITA). 

Dalam peraturan tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai 

politik dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga 

memiliki kewajiban untuk tidak berpihak pada pengaruh dalam bentuk apa pun 

dan tidak memihak untuk kepentingan siapapun, karena dengan keberpihakan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) akan melanggar kode etik dan menurunkan angka 

integritas penyelenggara pemilihan umum terhadap masyarakat (Humas 

Kementerian PANRB/UN, diakses pada tanggal 30/10/2022 Pukul 20.21 WITA). 

Penanganan dan pencegahan BAWASLU Nusa Tenggara Barat menjaga 

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu menjadi 

penting untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang 

penyelenggara pemilu yang berintegritas. Maka dari itu komitmen tersebut adalah 

mutlak untuk terselenggaranya pemilu yang demokratis. Berdasarkan 

latarbelakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Responsibilitas Badan Penagwas Pemilihan Umum dalam Penanganan 

Pelanggaran Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 

Tahun 2020 (Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat)”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi latarbelakang masalah diatas, maka dapat 

menentukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah responsibilitas penanganan pelanggaran kode etik Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 

2020 oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Nusa Tenggara 

Barat? 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi responsibilitas penanganan 

pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 

oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Nusa Tenggara 

Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat dilihat dari rumusan masalah diatas maka yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui responsibilitas penanganan pelanggaran kode etik 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

serentak 2020 oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi responsibilitas 

penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

serentak 2020 oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menajdi tiga (3) bagian, yaitu 

kegunaan secara teoritis, keguanaan secara akademik dan kegunaan secara praktis. 

Adapun uraian masing-masing kegunaan penelitian tersebut diatas yaitu: 

1.4.1 Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan 

memberikan wawasan maupun pengetahuan baru terhadap jurusan ilmu 

Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram. 

b. Mengembangkan keilmuan yang telah di dapatkan dibangku perkuliahan 

dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai peran Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa tenggara Barat dalam 

pencegahan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan 

umum maupun pemilihan kepada daerah. 

1.4.2 Secara Akademik 

1. Hasil penelitian ini harus memenuhi salah satu syarat untuk penelitian (S1) 

pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Konsentrasi Ilmu Politik, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram serta 

dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perguruan tinggi 

sebagai lembaga sosialisasi peraturan Pemerintah. 

2. Sebagai literatur untuk penelitian ini selanjutnya mengenai peran Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 

menangani pelanggaraan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN). 
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1.4.3 Secara Praktis 

a) Manfaat bagi peneliti: mampu mengetahui secara lebih rinci mengenai 

responsibilitas penanganan dan pencegahan Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjaga integritas 

Aparatur Sipil Negara (ASN). 

b) Manfaat bagi pembaca: pembaca dapat mengetahui apa bentuk 

responsibilitas Bawaslu Nusa Tenggara Barat kepada Aparatur Sipil 

Negara dan dampaknya terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

serentak tahun 2020. 

c) Manfaat bagi umum: diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi atau 

pedoman yang berguna bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dalam menangani pelanggaraan kode etik Aparatur 

Sipil Negara (ASN).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu referensi penulis ketika akan 

melakukan penelitian ini, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam kajian penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran 

sebelumnya, penulis tidak dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama 

dengan judul penulis. Namun, penulis telah mengangkat sejumlah penelitian 

sebagai referensi untuk memperkaya bahan penelitian dalam proses penelitian 

penulis. Di bawah ini adalah penelitian terdahulu berupa sejumlah skripsi, tesis 

dan ulasan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan judul ini, antara 

lain kesamaan dalam penggunaan jenis penelitian yang berbeda, yaitu jenis data 

kualitatif, analisis data, dan sudut pandang kesamaan penelitian tentang peran 

Bawaslu. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, teori yang 

digunakan dan juga bentuk penilaiannya, di mana penelitian ini dilakukan di 

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Maharani, 2020) mengangkat judul: “Peran 

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani 

pelanggaran administrasi pada pemilihan umum tahun 2019”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 

2024 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun hasil 

penelitian ini yaitu: 
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a) Bawaslu Nusa Tenggara Barat dalam menerima laporan pelanggaran 

pemilu dalam bentuk pelanggaran administrasi pemilu dengan tiga (3) 

dugaan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan terjadinya 

kesalahan terkait administrasi pemilu hanya satu (1) dugaan temuan oleh 

Bawaslu Nusa Tenggara Barat sendiri. 

b) Dan salah satu penghambat dari dalam organisasi sendiri adalah kurangnya 

sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan pemilu, sehingga tidak 

mencapai aspek terbawah. Penghambat dari luar organisasi seperti 

kurangnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam 

melakukan pengawasan. 

2. Penelitian (Hutomo, 2018) , dengan Judul: “Peranan Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa 

Tengah (Studi terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 

2018-2023.” Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak 

2018) di Jawa Tengah. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur serentak pada Pilkada 2018 di Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan: 

a) Jenis pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 

Tengah 2018 dapat ditemukan pada 3 (tiga) jenis pelanggaran. 

b) Selama pemantauan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 

ditemukan 119 (seratus sembilan belas) kasus pelanggaran. Di antara 

segudang pelanggaran pemilu, administrasi, kode etik, dan pelanggaran 

hukum lainnya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dinyatakan melanggar atau 

tidak karena tidak memenuhi syarat materiil suatu tindak pidana. 



 

11 
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Muhammmad, 2017) mengangkat judul: 

“Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan kepada 

daerah (Pilkada)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Mahkamah 

Konstitusi dalam mensyaratkan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU), jika 

hal tersebut sesuai dengan syarat PSU sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 2015. Serta mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi 

tidak memerintahkan PSU, mengingat di beberapa daerah Mahkamah 

Konsitusi memerintahkan PSU lebih dari satu kali. Adapun hasil penelitian ini 

yaitu: 

a) Alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU digolongkan ke 

dalam 2 kelompok yaitu PSU yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam 

UU No. 1 tahun 2015 dan alasan yang tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 

2015. 

b) Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU diakrenakan keberatan 

yang disampaikan dianggap tidak cukup bukti, tidak beralasan menurut 

hukum, serta demi memberikan kepastian hukum agar tidak mengganggu 

proses penyelenggaraan pemerintahan didaerah tersebut. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewandaru et al., 2021) mengangkat judul: 

Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Keterlibatan Aparatur 

Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum di provinsi Jawa Barat”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui strategi Bawaslu dalam pelaksanaan 

penagwasan partisipasi aparatur sipil negara dalam pemilu dan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan penagwasan partisipasi 
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aparatur negara (ASN) dalam proses Pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 

a) Fakta bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat 

memang pengawasan keikutsertaan ASN dalam pemilu tidak berjalan 

maksimal. Salah satu indikatornya adalah tidak tersedianya sumber daya 

yang memadai untuk melakukan pemantauan pelanggaran pemilu, yaitu 

sumber daya keuangan, sarana dan prasarana pendukung, dan sumber daya 

manusia yang kompeten. 

b) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagwasan Bawaslu ialah 

adanya UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai pedoman 

pelaksanaan penagwasan Pelangagran Pemilu. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2018) mengangkat judul: 

“responsibilitas penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu”. Tujuan 

dari tulisan ini adalah mengenai Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 

(GSRPP) sebagai bentuk tanggung jawab Bawaslu dalam menangani 

pelanggaran pemilu dengan melihat pemilu 2014. Hasil dari penelitian ini 

adalah: 

a) Sejauh ini, kinerja Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) 

sudah baik yakni dengan mengungkap beberapa pelanggaran dalam 

pemilu.  

b) Namun dari hasil operasi ada hal yang perlu diperhatikan oleh 

penyelenggara pemilu yaitu keberadaan GSRPP ini perlu dikoordinasikan 

dan dibentuk dengan baik oleh Bawaslu. Jangan sampai sisi lain GSRPP 

dilakukan karena ketidakmampuan dan ketidaksiapan Bawaslu bekerja 
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mengungkap berbagai pelanggaran pemilu di tingkat akar rumput. 

Sehingga pada akhirnya mahasiswa dan dosen pembimbing hanya 

dijadikan korban demokrasi. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

1 

Nama Peneliti Endah Maharani, 2020 

Judul penelitian 

Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dalam menangani pelanggaran 

administrasi pada pemilihan umum tahun 2019 

Publikasi 

Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan. 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Mataram 

Metode Penelitian Kualitatif 

Hasil penelitian 

1. Bawaslu Nusa Tenggara Barat dalam 

menerima laporan pelanggaran pemilu dalam 

bentuk pelanggaran administrasi pemilu 

dengan tiga (3) dugaan temuan oleh Bawaslu 

Kabupaten Lombok Tengah dan terjadinya 

kesalahan terkait administrasi pemilu hanya 

satu (1) dugaan temuan oleh Bawaslu Nusa 

Tenggara Barat sendiri. 

2. Faktor penghambatnya dari dalam organisasi 

sendiri masih kurangnya SDM dan kurangnya 

pengawasan pemilu sehingga tidak 

menyentuh sampai aspek paling bawah. 
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Penghambat dari luar organisasi seperti 

kurangnya kesadaran masyarakat ikut serta 

dan ambil andil melakukan pengawasan. 

Relevansi Penelitian 

Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama membahas 

penanganan Bawaslu NTB dalam mengatasi 

pelanggaran Pemilihan umum. 

Kritikal poin Penelitian 

Dalam penelitian karya ilmiah yang disusun oleh 

Endah Maharani, 2020 ini bisa 

memberikan referensi kepada penulis, meskipun 

masih ada kekurangan di dalamnya. 

2 

Nama Peneliti Dhimas Satrio Hutomo, 2018 

Judul penelitian 

Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) 

Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada 

Serentak di Jawa Tengah 

(Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jawa Tengah 2018-2023) 

Publikasi 

Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta 

Metode Penelitian Kualitatif 

Hasil penelitian 

1. Jenis pelanggaran dalam pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 dapat 

ditemukan pada 3 (tiga) jenis pelanggaran. 
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2. Selama pemantauan pelanggaran di Bawaslu 

Provinsi Jawa Tengah, ditemukan 119 

(seratus sembilan belas) kasus pelanggaran. 

Di antara segudang pelanggaran pemilu, 

administrasi, kode etik, dan pelanggaran 

hukum lainnya, Bawaslu Provinsi Jawa 

Tengah dinyatakan melanggar atau tidak 

karena tidak memenuhi syarat materiil suatu 

tindak pidana. 

Relevansi Penelitian 

Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama membahas peran 

Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan 

umum. 

Kritikal poin Penelitian 

Dalam penelitian karya ilmiah yang disusun oleh 

Dhimas Satrio Hutomo, 2018 ini bisa 

memberikan referensi kepada penulis karena isi 

dari penelitian ini cukup lengkap dari segi 

penulisan 

3 

Nama Peneliti Fadel Muhammad, 2017 

Judul penelitian 

Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara 

Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

(PILKADA) 

Publikasi 
Skripsi.  

S1 Departemen Hukum Tata Negara 
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Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 

Makassar 

Metode Penelitian Kuantitatif 

Hasil penelitian 

1. Alasan Mahkamah Konstitusi dalam 

memerintahkan PSU digolongkan ke dalam 2 

kelompok yaitu PSU yang sesuai dengan 

syarat yang diatur dalam UU No. 1 tahun 

2015 dan alasan yang tidak diatur dalam UU 

No. 1 Thaun 2015. 

2. Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan 

PSU diakrenakan keberatan yang 

disampaikan dianggap tidak cukup bukti, 

tidak beralasan menurut hukum, serta demi 

memberikan kepastian hukum agar tidak 

mengganggu proses penyelenggaraan 

pemerintahan didaerah tersebut. 

Relevansi Penelitian 

Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama membahas pemilihan 

kepala daerah. 

Kritikal poin Penelitian 

Dalam penelitian karya ilmiah yang disusun oleh 

Fadel Muhammad, 2017 ini bisa 

memberikan referensi teoritis kepada penulis 

karena isi dari penelitian ini cukup lengkap dari 

segi penyusunan teoritik. 
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4 

Nama Peneliti 
Jonathan Galant Dewandaru, Muh. Ilham, Romly 

Arsyad, 2021 

Judul penelitian 

Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam 

Pengawasan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Pada Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa 

Barat 

Publikasi 

Tesis. 

S2 Program Magister Terapan Studi 

Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan 

Daerah Dalam Negeri 

Metode Penelitian Kualitatif 

Hasil penelitian 

1. Fakta bahwa Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) Provinsi Jawa Barat memang 

pengawasan keikutsertaan ASN dalam pemilu 

tidak berjalan maksimal. Salah satu 

indikatornya adalah tidak tersedianya sumber 

daya yang memadai untuk melakukan 

pemantauan pelanggaran pemilu, yaitu 

sumber daya keuangan, sarana dan prasarana 

pendukung, dan sumber daya manusia yang 

kompeten. 

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

penagwasan Bawaslu ialah adanya UU No.7 

tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai 
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pedoman pelaksanaan penagwasan 

Pelangagran Pemilu. 

Relevansi Penelitian 

Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama membahas Bawaslu 

dalam menangani netraliats ASN. 

Kritikal poin Penelitian 

Dalam penelitian karya ilmiah yang disusun oleh 

Jonathan Galant Dewandaru, dkk, 2021 ini bisa 

memberikan referensi kepada penulis tentang 

ASN dari segi penulisan 

5 

Nama Peneliti Restu Rahmawati, 2018 

Judul penelitian 
Responsibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam 

Penyelenggaraan Pemilu 

Publikasi 

Jurnal Polinter.  

Prodi Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Politik dan 

Ilmu Sosial. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 

Metode Penelitian Kualitatif 

Hasil penelitian 

1. Sejauh ini, kinerja Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu (GSRPP) sudah baik yakni 

dengan mengungkap beberapa pelanggaran 

dalam pemilu.  

2. Namun dari hasil operasi ada hal yang perlu 

diperhatikan oleh penyelenggara pemilu yaitu 

keberadaan GSRPP ini perlu dikoordinasikan 

dan dibentuk dengan baik oleh Bawaslu. 
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Jangan sampai sisi lain GSRPP dilakukan 

karena ketidakmampuan dan ketidaksiapan 

Bawaslu bekerja mengungkap berbagai 

pelanggaran pemilu di tingkat akar rumput. 

Sehingga pada akhirnya mahasiswa dan 

dosen pembimbing hanya dijadikan korban 

demokrasi. 

Relevansi Penelitian 

Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama membahas 

reponsibilitas penyelenggara pemilu dalam 

penyelenggaraan Pemilihan umum. 

Kritikal poin Penelitian 

Dalam penelitian karya ilmiah yang disusun oleh 

Restu Rahmawati, 2018 ini bisa memberikan 

referensi kepada penulis karena isi dari 

penelitian ini cukup lengkap dari segi penulisan 

 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, seperti yang telah 

dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan antara penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, antara lain jenis 

penelitian yaitu perhitungan, jenis data, dan jenis penelitian. analisis data, dan ada 

kesamaan masalah yang dibahas mengenai pelanggaran pemilu dan peran 

Bawaslu. Sedangkan perbedaan penelitian yang dicari peneliti terletak pada inti 

pembahasan masalah yang dibahas dimana peneliti berfokus dalam pembahasan 

permasalahan yang dibahas dimana peneliti membahas tentang responsibiliti 
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Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 

pemilihan umum kepala daerah serentak untuk mewujudkan pemilu berintegritas. 

Sementara penelitian sebelumnya membahas tentang peran Bawaslu dalam hal 

pemungutan suara ulang, analisis hukum Pilkada, responsibilitas penyelenggara 

pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, peran bawaslu dalam keterlibatan 

pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilu. 

2.2 Kerangka teori 

2.2.1 Demokrasi 

Makna demokrasi sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang menangani masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kehidupannya, termasuk penilaian atas kebijakan-kebijakannya, 

dan nasib hidupnya akan ditentukan oleh pemerintah. Jadi, negara yang menganut 

sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan atas dasar kehendak orang 

dengan persetujuan sendiri karena kedaulatan ada di tangan orang. Pengertian 

demokrasi muncul dari kajian bahasa (epistemologi) dan istilah (terminologi). 

Dari segi epistemologis, "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan 

"cretein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi dalam istilah 

demos-cratein atau demos-cratos adalah negara bagian pada tahun yang sistem 

pemerintahannya berdaulat di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi terletak pada 

keputusan bersama rakyat, pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat (Sulisworo et 

al., 2012). 
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2.2.2 Pemilihan Umum 

Pemilihan umum dapat dikatakan sebuah pasar politik dalam demokrasi, di 

mana itu adalah tempat individu, kelompok atau masyarakat untuk melakukan 

kontrak sosial (perjanjian masyarakat antara peserta pemilihan umum dengan 

pemilih yang memiliki hak pilih) yang telah terlebih dahulu melakukan berbagai 

kegiatan dalam bentuk gerakan politik yang meliputi, doktrin politik, kampanye, 

propaganda, iklan politik, melalui atau tidak menggunakan media massa, bahkan 

secara langsung antar individu yang berupa face to face atau lobby yang memuat 

pesan mengenai janji-janji plotik lainnya guna membangun kepercayaan pemilih 

sehingga pada waktu pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah 

satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta dalam pemiluhan 

umum untuk mengisi kursi-kursi perwakilan dalam legislatif maupun eksekutif 

(Firmanzah, 2008). 

Pemilihan umum adalah pengakuan dan pelaksanaan hak-hak politik 

rakyat, dan pendelegasian hak-hak rakyat tersebut kepada wakil-wakilnya untuk 

memimpin pemerintahan. Dalam demokrasi, pemilihan umum merupakan salah 

satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak rakyat. Pemilu juga merupakan 

prosedur demokratis untuk memilih pemimpin. Diyakini bahwa di sebagian besar 

masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilihan adalah mekanisme yang paling 

pasti untuk mengubah kekuasaan (suksesi), dibandingkan dengan metode lainnya. 

Tentunya pemilu adalah andalan demokrasi (Tampinongkol et al., 2018).  
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A.  Konsep Pemilihan Umum 

William Liddlei menyatakan bahwa: "Di dalam sistem pemerintahan yang 

demokratis, pemilu sering dilihat sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan 

bersama dan praktik pengelolaan beberapa elite politik. Setiap warga negara yang 

dianggap cukup umur dan memenuhi persyaratan dapat, sebagaimana ditentukan 

oleh undang-undang, memilih perwakilan mereka untuk parlemen, termasuk 

pemimpin pemerintahan. Memastikan hasil pemilu mencerminkan kehendak 

rakyat diberikan oleh serangkaian jaminan yang tercantum dalam undang-undang 

dan peraturan pemilu (Maharani, 2020)”. 

Dalam ranah teoretis, konsep pemilu serentak merupakan kebijakan politik 

yang memadukan penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari 

pemungutan suara. Dalam konteks sistem politik komparatif, konsep pemilu 

serentak hanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan 

presidensial. Sebab, dalam sistem ini anggota legislatif dan anggota eksekutif 

dipilih melalui pemilihan umum. Berbeda dengan sistem pemerintahan 

parlementer, di mana pemilihan parlemen secara otomatis menghasilkan pejabat 

eksekutif. Memang, partai politik atau koalisi partai politik pemenang menguasai 

mayoritas kursi di parlemen untuk bisa membentuk pemerintahan (Arrsa, 2014). 

B.  Asas dan Fungsi Pemilu 

Prinsip-prinsip pemilu diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-

undangan dan di dalam UUD. UU No. 7 tahun 2017 merupakan perpanjangan dari 

aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 E ayat (6) sebagai “Syarat Tambahan” 
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Adapun pemilihan umum, mereka diatur oleh undang-undang”. Berbasis prinsip 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). 

Menurut (Sirwanto, 2022) prinsip-prinsip pemilu meliputi: 

a) Berkala; Pemilihan diadakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan 

ketentuan yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan. 

b) Langsung; Pemilih memiliki hak untuk memberi secara langsung suaranya 

sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih 

wakil-wakil yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat dan untuk 

pemerintah. 

c) Umum; Pilkada dihadiri oleh semua yang telah memenuhi persyaratan. 

d) Bebas; Ketika mereka memberikan suara mereka, pemilih tidak berada di 

bawah tekanan pihak mana pun yang mengizinkannya untuk memilih secara 

tidak tepat dengan hati nuraninya. 

e) Rahasia; Kerahasiaan pemilih kepada calon atau organisasi/partai politik. 

Kandidat pemilu yang akan dipilih tidak akan diketahui siapa pun, termasuk 

panel pemungutan suara. 

f) Jujur; Dilarang curang dalam pemilu. Atau oleh penyelenggara kontrol suara 

untuk kepentingan partai/organisasi politik tertentu serta peserta pemilu. 

g) Adil; Perlakuan yang sama akan diambil oleh pihak berwenang dan peserta 

dalam setiap pemilihan. 

2.2.3 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara langsung di 

Indonesia sudah menjadi program rutin sejak tahun 2005. Di satu sisi, Pilkada 

dianggap sebagai mekanisme yang positif untuk memperkuat demokrasi lokal, 
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tetapi di sisi lain masih terdapat banyak permasalahan yang berbeda dalam 

pelaksanaannya yang sering dikritik oleh berbagai kalangan. Pemilu serentak 

(concurrent elections) dapat didefinisikan sebagai "sistem pemilu yang 

menyelenggarakan beberapa pemilihan pada saat yang bersamaan" (electoral 

system that organizes several elections at the same time). Hal ini terjadi dalam 

berbagai jenis pemilu seperti pemilihan eksekutif dan legislatif pada tingkat yang 

berbeda, serta pemilihan kepala daerah pada berbagai wilayah regional maupun 

negara. Ini diungkapkan oleh Geys (2006: 652) dalam(Ristyawati, 2020). 

 Pilkada dilakukan secara langsung dan demokratis oleh rakyat di provinsi 

dan kabupaten/kota yang akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Pusat No. 6 tahun 2020 

pengganti Pasal 3 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015. Pemilu diadakan setiap lima 

tahun sekali di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Serentak tahun 2020 di 270 

wilayah Indonesia menjadi suatu pelaksanaan kontestasi demokrasi serentak. Pada 

saat yang sama di Pilkada 2020, mendapat berbagai pandangan, mulai dari reaksi 

positif maupun reaksi negatif dari berbagai kelompok tidak terlepas dari dampak 

negatif yang dapat ditimbulkan oleh dampak negatif yang berbeda, terutama pada 

proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Kekhawatiran ini 

konsisten dengan berbagai perhitungan teoretis dan eksperimental para ahli 

(Rahmatunnisa, 2021).  
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2.2.4 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Bawaslu adalah pihak yang menetapkan standar pengawasan 

penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di semua tingkatan. Di luar 

tugas itu, Bawaslu juga bertugas mencegah dan menindak pelanggaran dan 

sengketa pemilu terkait proses pemilu, serta mengawasi persiapan pelaksanaan 

pemilu. Tugas Bawaslu dilaksanakan dalam rangka pencegahan pelanggaran 

pemilu dan pencegahan sengketa pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan 

potensi kerentanan dan pelanggaran pemilu mengkoordinasikan, memantau, 

membimbing, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemilu, berkoordinasi dengan 

instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat pengawasan 

pemilu (Prasetyo, 2017). 

Untuk tugas-tugas yang melibatkan upaya untuk mengambil tindakan 

pelanggaran pemilu, ada 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam pemilu, (Sorik, 2019) 

yaitu: 

1. Melanggar kode etik penyelenggara pemilu  

Pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu terpimpin bersumpah dan/atau 

berjanji sebelum menjalankan fungsinya penyelenggara pemilu. 

2. Pelanggaran administrasi pemilu 

Pelanggaran meliputi proses, prosedur, dan mekanisme berkaitan dengan 

penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan pemungutan 

suara di luar adalah kejahatan pemilu dan pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilu.  
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3. Tindak pidana pemilu 

Tindak pidana dan/atau tindak pidana terhadap ketentuan Tindak pidana 

pemilu menurut ketentuan UU No. 8 tahun 2012. 

Namun, Bawaslu sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab 

mengawasi seluruh aspek penyelenggaraan pemilu masih menghadapi berbagai 

kendala pengawasan. Contoh persoalan terkait pembatasan pengawasan adalah 

pelanggaran Pilkada serentak 2015, sebagaimana dicatat oleh peneliti 

Perhimpunan Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Khairunisa Nur 

Agustiyati di seluruh tahapan Pilkada serentak 2015, ditemukan 140 pelanggaran, 

terbagi menjadi lima kategori, antara lain kekerasan dalam penyelenggaraan 

pemilu, logistik pemilu, pelanggaran tindak pidana dalam penyelenggaraan 

pemilu, pelanggaran administrasi dan sengketa penunjukan (Solihah et al., 2018). 

2.2.5 Konsep Responsibilitas 

Berasal dari kata latin “responsus” yang digunakan untuk menyampaikan 

makna kewajiban moral dan perilaku dalam pelaksanaan tugas yang diberikan 

seseorang. Hal ini melibatkan internalisasi kewajiban dan rasa tanggungjawab 

atau rasa kepemilikan pribadi atas sebuah misi atau tugas dari sebuah kegagalan 

untuk memenuhi tugas kewajiban ini menjadi dasar tanggungjawab dan bersalah 

dari apa yang telah terjadi. Dimana seharusnya hal-hal yang tidak seharusnya 

terjadi itu tidak ada dalam pelayanan atau penyelenggaraan suatu kegiatan 

(Alijoyo, 2019). 

Sedangkan menurut ahli yang lain, responsibilitas berasal dari kata 

“Responsif”. Responsif adalah bersifat menanggapi, atau dapat disebut cepat 

tanggap. Arti lainnya dari responsibilitas adalah tanggung gugat, tanggungan atas 
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apa yang telah menajdi kewajibannya. Dapat disimpulkan bahwa responsibilitas 

sendiri adalah sebuah pertanggung jawaban atas suatu kewajiban dan mencakup 

keputusan, keahlian, kompetensi, dan keterampilan serta kewajiban untuk 

mempertanggung jawabkan hukum atas apa yang dilakukan dan untuk 

memperbaiki atau mengganti kerugian yang ditimbulkan (Azheri, 2012).  

Responsibilitas adalah gambaran kualitas suatu pelayanan publik, disertai 

dengan laporan mengenai indikator-indikator dari setiap pelayanan, untuk 

menentukan kapasitas penyedia layanan. Sedangkan menurut Pinto dalam 

(Ummah, 2020), responsibilitas dinyatakan dalam indikator yang mendefinisikan 

lahirnya tanggung jawab, yaitu norma kewajiban yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dengan demikian, dalam prinsipnya lebih menekankan pada suatu 

tindakan yang harus atau harus dilakukan secara sadar dan rela menanggung 

segala risiko menurut etika ini. Dalam arti responsibilitas, jika kewajiban belum 

didefinisikan secara jelas dalam suatu norma hukum maka prinsip tanggung jawab 

didasarkan pada menghormati aturan hukum yang berlaku. 

2.2.5.1 Prinsip-Prinsip Responsibilitas 

Didalam responsibilitas terdapat prinsip-prinsip yang mendasari 

berjalannya sebuah pertanggungjawaban, adapun prinsip-prinsip tersebuat 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Sukarmi, 2005 dalam (Vanbanjarechts, 2013) 

adalah sebagai berikut: 

1. Responsibilitas berdasarkan atas unsur kesalahan (Responsibility based 

on fault) 

Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai 

pertanggungjawaban jika ada unsur kesalahannya. 
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2. Responsibilitas Praduga (Presumption of Responsibility) 

Prinsip responsibilitas praduga merupakan kondisi dimana seseorang atau 

lembaga dalam kondisi sampai dapat membuktikan ia tidak bersalah.  

3. Responsibilitas Tidak Selalu Praduga (Presumption of non-responsibility) 

Prinsip responsibilitas tidak selalu praduga hanya dikenal dalam lingkup yang 

sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara umum dapat 

dibenarkan. 

4. Responsibilitas Mutlak (strict Responsibility) 

Ada pendapat yang mengatakan, Strict Responsibility adalah prinsip tanggung 

jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. 

5. Pembatasan Responsibilitas (limitation of responsibility) 

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan bila ditetapkan secara sepihak 

oleh oraganisasi/lembaga termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya, 

jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang jelas. 

2.2.5.2 Aspek-Aspek Responsibilitas 

Responsibilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, Jabra & 

Dwivedi sebagaimana mengemukakan adanya lima aspek responsibilitas seperti 

yang dijelaskan oleh (Astri et al., 2020) yaitu: 

1. Responsibilitas administatif  

Merupakan sebuah pertanggungjawaban antara pejabat yang berkompeten 

dengan unit di bawahnya dalam hubungan pelaporan yang jelas.  
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2. Responsibilitas legal 

Responsibilitas ini mengacu pada ruang lingkup publik mengenai proses 

legislatif dan yudikatif. Bentuk ini dapat berupa peninjauan kembali 

kebijakan yang diambil oleh pejabat publik atau pembalikan regulasi oleh 

otoritas kehakiman. Tanggung jawab tunduk pada hukum dan peraturan 

yang berlaku. 

3. Responsibilitas politik 

Dalam kategori ini, melibatkan kewenangan pemegang kekuasaan politik 

untuk mengatur, menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya 

serta memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan tanggung jawab eksekutif, 

politik dan hukum. Tanggung jawab ini terkait dengan tekanan demokrasi 

yang diberikan oleh administrasi publik. 

4. Responsibilitas profesional  

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan itu melibatkan tindakan 

berdasarkan kerangka acuan yang ditetapkan oleh rekan-rekan. Tanggung 

jawab ini menekankan aspek kualitatif dari kinerja dan tindakan. 

5. Responsibilitas moral  

Pertanggungjawaban ini terkait dengan nilai-nilai yang berlaku di 

masyarakat. Lebih kepada sisi baik buruknya kinerja atau tindakan seorang 

individu/badan hukum/pemimpin kolektif sesuai dengan nilai-nilai lokal. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa responsibilitas 

adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau kelompok 

orang terhadap individu atau kelompok yang memiliki status atau kedudukan 

tertentu dalam tanggung jawab dan kewajiban memperbaiki dalam berbagai aspek 
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yang dirugikan. Apabila dihubungkan dengan Bawaslu, responsibilitas adalah 

kewajiban suatu birokrasi untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas 

sebagai penyelenggara pemilu. Dalam hal ini responsibilitas terhadap pencegahan 

pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah responsibilitas politik 

dan moral, khususnya dalam tubuh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat itu 

sendiri. 

2.2.5.3 Manfaat Responsibilitas 

Responsibilitas (responsibility) dapat dijelaskan sebagai konsep yang 

berkenaan dengan tingkat profesionalitas dan kompetensi teknis yang dimiliki 

administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Lembaga negara 

dinilai responsibel apabila pelakunya memiliki tingkat profesionalisme atau 

kompetensi teknis yang tinggi. Sedangkan konsep responsivitas (responsiveness) 

adalah sebuah pertanggungjawaban yang menerima pelayanan (masyarakat). 

Tolak ukurnya dapat dilihat dari administrasi negara (birokrasi publik) bersikap 

tanggap (responsive) yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, 

kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka (Astri et al., 2020). 

2.2.5.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Responsibilitas 

Pelayanan atau administrasi harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya 

walaupun tanpa pengawasan langsung karena segala perbuatannya selama 

menjabat disumpah dan akan disumpah untuk bertanggung jawab. Namun hal-hal 

tersebut tidak akan terwujud jika faktor-faktor yang mempengaruhi responsibilitas 

belum terpenuhi, seperti halnya yang dijelaskan oleh Jabra dan Dwivedi dalam 

(Ummah, 2020) sebagai berikut:  
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1. Pemahaman tanggung jawab 

Dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab, kesadaran diri akan tingkah 

laku dari apa yang dilakukannya secara sengaja maupun tidak sengaja 

menjadi suatu wujud kesadaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan 

tugas yang diembannya dengan sebaik mungkin. Adanya pemahaman akan 

membantu para birokrasi publik untuk menentukan apa yang bisa dan tidak 

diterima jika ada tugass yang diberikan, ketika menemukan sesuatu yang 

non-prosedural. 

2. Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab 

Adanya pemberian yang sepadan dengan pertanggung jawabannya, 

diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran untuk mengambil 

keputusan yang paling tepat. Dengan ini para birokrasi publik berhak 

mengambil keputusan atau melakukan sesuatu dalam tindakannya sesuai 

dengan batasan dan tanggungjawab yang diembannya. 

3. Adanya evaluasi kinerja 

Metode dan proses penilaian dalam pelaksanaan tugas dari seseorang 

atau kelompok atau unit kerja pada satu lembaga atau organisasi sesuai 

dengan standar kinerja adalah wujud dari evaluasi kinerja yang paling adil. 

Dengan tujuan untuk menjamin pencapaian sasaran dan untuk mengetahui 

posisi lembaga dan tingkat pencapaian sasaran lembaga, terutama jika 

terjadi keterlambatan atau penyimpangan agar dapat diperbaiki, sehingga 

sasaran atau tujuan tetap dapat tercapai.  
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4. Tindakan-tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu 

Bertindak secara akurat, adil dan tepat waktu dalam memenuhi 

tanggung jawab yang diemban merupakan hal penting lain yang harus 

dilakukan oleh pelayanan publik, artinya dalam proses pelayanan kepada 

masyarakat, pelayan publik harus mampu memberikan tindakan sesuai 

kebutuhan masyarakat, adil dalam memberikan pelayanan tanpa 

memandang status sosial, dan tepat waktu tanpa menunda pekerjaan 

pekerjaan atau pelayanan yang diberikan sehingga puas dengan pelayanan 

yang tersedia. 

5. Komitmen dari pimpinan 

Komitmen yang rendah mencerminkan kurangnya tanggung jawab 

seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dalam konsep ini, pemimpin 

dihadapkan pada komitmen untuk mendelegasikan tugas dan tanggung 

jawabnya kepada bawahan. Di sisi lain, bawahan harus berkomitmen untuk 

meningkatkan keterampilan pribadi mereka. 

2.2.6 Konsep Pengawasan 

Menurut Sondang P. Siagian dalam (Nurkinan, 2018). Pengertian 

pengawasan adalah “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Artinya dalam proses 

pelaksaan tidak boleh lepas dari pemantauan, karena dengan adanya pemantauan, 

maka kualitas pekerjaan akan menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang 

diinginkan guna menjaga kualitas pelaksaan rencana. 
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Berdasarkan definisi pengawasan ini, ada korelasi yang kuat antara 

perencanaan (planning) dan pengawasan (controlling). Memang, pengawasan 

adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan dan mengoreksi 

penyimpangan dalam kinerja pekerjaan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan 

yang direncanakan sebelumnya. Terakhir, pengawasan dapat mengungkap tingkat 

bias, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penipuan, dan hambatan lainnya 

di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengawasan merupakan 

perbandingan antara apa yang sedang atau telah dilakukan dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya, karena itu perlu ditetapkan indikator, norma, standar, 

dan ukuran yang relevan mengenai tujuan yang ingin dicapai (Aman & Triandi, 

2021). 

A. Syarat-Syarat Pengawasan yang Efektif 

Syarat-syarat pengawasan dikemukakan oleh Simbolon dalam  

(Fitrianingrum, 2015) yaitu: 

1) Pengawasan harus dikaitkan dengan rencana dan posisinya 

2) Pengawasan harus dikaitkan dengan individu kepemimpinan dan 

pribadinya 

3) Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan pada isu-isu penting 

4) Pengawasan harus objektif 

5) Pengawasan harus fleksibel (luwes) 

6) Pengawasan harus hemat 

7) Pengawasan harus mengarah pada tindakan (corrective action)  
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B. Tujuan Pengawasan 

Menurut Situmorang dan Juhir dalam (Oktaviana, 2014), tujuan 

pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran usaha badan 

pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta memenuhi tugas, fungsi, 

rencana atau program kerja, pembagian dan pembagian tugas, konstruksi 

pekerjaan, petunjuk pelaksanaan dan hukum dan peraturan yang berlaku. 

Pengawasan dilakukan untuk memperlancar jalannya organisasi, bukan untuk 

intervensi dalam menjalankan organisasi atau mengkritik seseorang sesudahnya 

menjatuhkan sanksi, melainkan untuk membantu bawahan atau menyelesaikan 

tahapan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya agar tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai. 

2.2.7 Electoral Integrity 

Pemilu berintegritas merupakan pemilu yang terselenggara dengan penuh 

tanggung jawab, komitmen, serta kejujuran. Prinsip pemilu di Indonesia sendiri 

telah diatur dalam Prinsip Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, 

dan Adil). Sebab, masyarakat, sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan 

yang demokratis membutuhkan rasa sekuritas dan kepercayaan yang dapat 

dijamin keberadaannya, baik dalam keadaan pra-pemilu, dan terutama pasca-

pemilu, dimana kebijakan-kebijakan yang terlahir dari sistem legislatif dan 

eksekutif dapat dirasakan secara langsung (Ashkia, 2021). 

Penyelenggara pemilu yang memiliki integritas berarti bahwa mereka 

jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melakukan tugas dan 

kewenangan mereka. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara 

pemilu (Electoral Management Bodies) di berbagai negara yang berbeda-beda 
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dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan dari integritas pemilu adalah untuk 

memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu didasarkan pada prinsip-prinsip 

demokrasi yang berdasarkan hak-hak universal internasional dan kesetaraan 

politik. Meskipun pemilu tidak dapat secara langsung memastikan hak-hak 

universal tersebut, pelaksanaan pemilu yang tidak baik akan menyebabkan 

kelalaian. (Sarofah & Purwaningsih, 2017). 

2.2.8 Kode Etik Aparatur Sipil Negara 

Pemahaman etika secara sederhana berkaitan dengan mengevaluasi 

tindakan baik-buruk, tindakan baik-buruk dalam konteks lingkungan tertentu. 

Konteks lingkungan dapat merujuk pada beberapa kelompok orang, negara, atau 

komunitas pekerjaan. ASN sebagai sebuah profesi juga memiliki standar etika 

tertentu yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagai profesi pegawai negeri 

dan penyelenggara negara berdasarkan kontrak kerja yang bekerja pada instansi 

tata usaha negara, etika ASN tentu saja berada dalam kerangka lembaga tata usaha 

negara (Sutmasa, 2020). 

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki asas netralitas berdasarkan UU 

Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut disebutkan 

bahwa pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki kewajiban untuk tidak memihak 

terhadap segala bentuk pengaruh dan tidak memihak untuk kepentingan siapa pun. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mewaspadai potensi gangguan netralitas yang 

mungkin timbul pada setiap tahapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan 

kepala daerah (pilkada). 
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Potensi gangguan netralitas dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan 

pilkada, pendaftaran calon kepala daerah, identifikasi calon kepala daerah, serta 

'langkah pasca penetapan' kepala daerah terpilih dan Bawaslu diharapkan dapat 

bersinergi dan efektif dalam mendorong dan memantau netralitas pegawai 

Aparatur Sipil Negara (ASN). Akan dianggap melanggar netralitas jika terlibat 

dalam beberapa aktivitas yang terkait dengan politik. Dalam hal terjadi 

pelanggaran netralitas ASN, tidak perlu menjadi anggota partai politik atau 

kelompok kampanye. ASN yang menunjukkan dukungan kepada pemilih juga 

bisa disebut sebagai pelanggaran netralitas. Dilansir dari laman resmi Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) bkn.go.id, berikut 16 jenis pelanggaran netralitas 

ASN menurut (Farisa, 2022): 

1. Kampanye dimedia sosial, mengunggah, mengomentari, membagikan, 

maupun memberikan like; 

2. Menghadiri deklarasi paslon peserta pemilu; 

3. Foto bersama dengan bakal paslon atau paslon dengan simbol gerakan 

tangan yang menunjukkan keberpihakan. 

4. Menjadi narasumber dalam kegiatan politik, kecuali untuk menjelaskan 

kebijakan pemerintah sepanjang dalam rangka tuags kedinasan. 

5. Bagi ASN yang tidak berada di luar yurisdiksi Negara, melalui parpol dan 

masyarakat (bagi calon independen) untuk mendapatkan dukungan 

penunjukan agen ASN terkait pemilu sebagai calon kepala daerah atau wakil 

daerah. kepala; 

6. ASN yang mendeklarasikan diri sebagai paslon tanpa cuti diluar tanggungan 

negara; 



 

37 
 

7. Memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan diri atau orang lain 

sebagai paslon; 

8. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada paslon; 

9. Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye; 

10. Menjadi peserta kampanye dan memakai atribut partai; 

11. Mengikuti kampanye bagi suami/istri paslon yang berstatus ASN dan tidak 

mengambil cuti diluar tanggungan negara; 

12. Memberikan dukungan ke paslon independen dengan memberi fotocopy 

KTP; 

13. Ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara; 

14. Menggunakan fasilitas negara terkait jabatan dalam kampanye; 

15. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/ merugikan paslon selama 

masa kampanye; 

16. Menjadi anggota/pengurus partai politik. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir 

 

2.4 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan masalah transformasi yang digunakan 

sebagai pedoman dalam penelitian untuk memudahkan bekerja di lapangan. 

Selanjutnya, definisi konseptual adalah definisi yang maknanya masih sangat 

abstrak meskipun masih dapat dipahami secara intuitif. Oleh karena itu, untuk 

memahami dan memudahkan penafsiran dari sekian banyak teori yang ada dalam 

penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi dan memilih teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian ini dan sesuai dengan isi kerangka teori peneliti. 

Maka dari itu peneliti akan memaparkan beberapa definisi konseptual berkaitan 

dengan apa yang akan dipelajari dalam proposal ini, antara lain:  
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1. Responsibilitas  

Menurut Pinto dalam (Ummah, 2020), responsibilitas dinyatakan 

dalam indikator yang mendefinisikan lahirnya tanggung jawab, yaitu norma 

kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, dalam 

prinsipnya lebih menekankan pada suatu tindakan yang harus atau harus 

dilakukan secara sadar dan rela menanggung segala risiko menurut etika ini. 

Dalam arti responsibilitas, jika kewajiban belum didefinisikan secara jelas 

dalam suatu norma hukum maka prinsip tanggung jawab didasarkan pada 

menghormati aturan hukum yang berlaku. 

2. Pengawasan 

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan 

dan mengoreksi penyimpangan dalam kinerja pekerjaan dan hasil yang 

diperoleh dari kegiatan yang direncanakan sebelumnya. Terakhir, 

pengawasan dapat mengungkap tingkat bias, penyalahgunaan, kebocoran, 

pemborosan, penipuan, dan hambatan lainnya di masa mendatang. Oleh 

karena itu, setiap kegiatan pengawasan merupakan perbandingan antara apa 

yang sedang atau telah dilakukan dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya, karena itu perlu ditetapkan indikator, norma, standar, dan 

ukuran yang relevan mengenai tujuan yang ingin dicapai (Aman & Triandi, 

2021). 

3. Kode etik Aparatur Sipil Negara 

Etika paling baik dipahami sebagai refleksi filosofis tentang 

moralitas, baik/buruk, baik/salah hal-hal yang harus dilakukan atau 

bagaimana berbuat baik atau baik. Etika mengacu pada tujuan hidup yang 
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baik bersama dan untuk orang lain dalam institusi. Dalam konteks ASN, 

etika lebih disebut sebagai cerminan dari standar/norma yang 

mendefinisikan baik/buruk, perilaku, tindakan dan keputusan yang menjadi 

pedoman kebijakan publik untuk melaksanakan tugas publik (Pasteur, 

2021). 

2.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah aspek penelitian informatif yang memberi kita 

informasi tentang cara mengukur variabel. Alternatifnya, definisi operasional 

adalah indikator bagaimana suatu variabel diukur, atau dapat melihat definisi 

aktivitas suatu penelitian, seorang peneliti akan dapat menemukan satu variabel 

dari yang telah dipelajari. 

Aspek-aspek Responsibilitas Bawaslu dalam penanganan pelanggaran 

kode etik ASN pada Pilkada: 

1. Responsibilitas Administratif 

a. Kejelasan pelaporan 

b. Hubungan antar unit kerja 

2. Responsibilitas Legal 

a. Peninjauan kebijakan 

b. Ketaatan akan hukum dan aturan 

3. Responsibiliats Politik 

a. Tekanan demokrasi 

b.  Independensi 

4. Responsibilitas profesional 

a. Kinerja dan tindakan 
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b. Kualitatif dari kinerja 

5. Responsibilitas Moral 

a. Nilai-nilai perilaku 

b. Pertanggungjawaban moral 

Faktor-faktor yang mempengaruhi responsibilitas Bawaslu dalam 

penanganan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada: 

1. Pemahaman tanggung jawab 

a. Kesadaran diri 

2. Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab 

a. Keseimbangan hak dan kewajiban 

3. Evaluasi kinerja 

a. Proses penilaian 

4. Tindakan-tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu 

a. Kesesuaian tindakan 

5. Komitmen dari pimpinan 

a. Integritas pelayan publik 

  



 

42 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Metode Penelitian 

Menurut (Moleong, 2019) Praktik metode penelitian kualitatif tidak hanya 

melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data, tetapi juga melibatkan 

analisis dan interpretasi makna data yang telah dikumpulkan. Semua data yang 

dikumpulkan merupakan kunci dari apa yang sedang diteliti. Oleh karena itu, 

tujuan penelitian secara keseluruhan adalah untuk menemukan masalah dan 

tindakan yang diambil harus sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. 

Dalam hal ini jenis penilitian yang dipakai adalah adalah deskriptif kualitatif. 

Sedangkan menurut (Sugiyono, 2018) metode penelitian deskriptif 

kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti keadaan alamiah, (seperti sebaliknya adalah 

eksperimen) dimana peneliti merupakan alat utama, teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif 

dan hasil penelitian kualitatif lebih fokus pada makna generalisasi. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif 

adalah metode mendeskripsikan suatu fenomena melalui deskripsi dalam kalimat 

dan bahasa dengan menggunakan metode natural. Penelitian ini menggambarkan 

kondisi alamiah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan 

dengan responsibilitas Bawaslu dalam penanganan pelanggaran kode etik 

Aparatur Sipil Negara pada pilkada serentak 2020 di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. 
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3.2 Lokasi dan Waktu penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara 

Barat yang digunakan untuk menentukan penelitian menggunakan Purposive 

sampling. Penulis memilih lokasi penelitian karena sangat cocok untuk 

memperoleh informasi yang akurat dan relevan tentang apa yang penulis akan 

teliti. Kesesuaian lokasi dengan tujuan penelitian akan mempermudah dan 

memfokuskan pengambilan sampel penelitian. 

Efisiensi pengambilan sampel menjadi penting dalam penelitian maka dari 

itu pemilihan Purposive sampling sebagai metode adalah pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan purposive sampling ini 

adalah cocok untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif, atau non-generalisasi, 

Metode ini biasa diperuntukkan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan 

ukuran sampel yang lebih kecil, spesifik dan populasi yang lebih homogen 

(Sugiyono, 2016:85). 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah setelah mendapatkan 

surat persetujuan dan telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022. 

3.3 Fokus Penelitian 

Menurut (Sarli et al., 2021) ruang lingkup penelitian ini perlu ditekankan 

agar dapat menjadi pedoman penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memungkinkan peneliti untuk membatasi studi kualitatif sesuai dengan 

pentingnya masalah yang akan dipecahkan. Sehingga peneliti dapat menggali data 

dan mengungkapkannya menurut dengan topik yang dipilih. Oleh karena itu, 
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sesuai dengan judul yang penulis pilih, penelitian ini berfokus pada observasi dan 

investigasi terkait responsibilitas Bawaslu Provinsi NTB dalam penanganan 

pelanggaran kode etik ASN pada pilkada serentak 2020. 

3.3.1 Narasumber dan Informan penelitian 

Informan pencarian adalah mereka yang membantu memberikan informasi 

tentang keadaan dan keadaan konteks pencarian. Apalagi informan adalah orang 

yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek penelitian(Patilima, 

2013). Mendapatkan informasi dari narasumber atau informan dari penelitian ini 

untuk menggali responsibilitas Bawaslu Provinsi NTB dalam penanganan 

pelanggaran kode etik ASN pada pilkada serentak 2020 yang menyatakan bahwa 

ia merupakan individu yang potensial dari topik penelitian yang dicakup dalam 

survey ini adalah: 

1. Ketua Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Anggota Komisioner dan staf anggota Bawaslu provinsi Nusa Tenggara 

Barat yang berkaitan dengan topik penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Sumber utama data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan sertifikat, 

selebihnya merupakan data pelengkap berupa dokumen. Metode pengumpulan 

data yang digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian ini adalah 

wawancara dan observasi, selain studi pustaka. Yaitu, membaca dan 

mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal, artikel 

internet dan materi terkait lainnya yang terkait dengannya masalah telah dibahas. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut (Moelong., 2015): 

3.4.1 Wawancara atau Interview 

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, 

wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang jelas tentang isu-isu 

yang berkaitan dengan adanya informasi tentang adanya rekomendasi dan strategi 

pertumbuhan. Dapatkan jumlah total pemilih pemula dalam pemilihan presiden. 

Selama wawancara, kedua belah pihak memegang posisi yang berbeda. Artinya, 

seorang penemu informasi sering disebut sebagai penyidik atau pewawancara, 

dalam hal ini penulis. Metode wawancara didasarkan pada rencana yang 

sebelumnya telah disiapkan (Moleong, 2017). 

Data yang diperoleh dalam wawancara berupa buah informasi yang 

diberikan oleh narasumber sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti baik 

secara mendalam maupun secara mendasar berdasarkan masalah yang diteliti. 

Agar peneliti dapat bertukar informasi dengan narasumber, tentunya peneliti akan 

membawa alat untuk merekam hasil wawancara seperti audio recorder, gambar, 

file, folder dan lain-lain. 

3.4.2 Observasi 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi terhadap 

subjek penelitian dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 

Observasi adalah kegiatan menggunakan semua indera untuk memusatkan 

perhatian pada suatu objek. Teknik ini dilakukan dengan mengamati secara 

langsung segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode 

observasi ini dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 
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mengamati promosi dan kegiatan lain yang terkait dengan tujuan penelitian ini 

(Gunawan, 2013). 

3.4.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah penggunaan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan objek penelitian untuk dikumpulkan dengan mengutip dokumen-

dokumen yang sudah jadi berupa catatan, buku, catatan harian, peraturan politik, 

gambar, cerita-cerita lain yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian. 

Tinjauan pustaka melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif. Dokumen ini dimaksudkan 

untuk memperkuat setiap program atau kegiatan dari suatu kebijakan yang 

diimplementasikan (Sugiyono, 2013). 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

3.5.1 Jenis Data 

Menurut (Moelong., 2015:4) jenis data yang digunakan dalam survei ini 

adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pemahaman menyeluruh tentang 

fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek, seperti perilaku, kognisi dan 

motivasi perilaku, serta interpretasinya secara verbal dan bahasa dalam konteks 

tertentu. Penelitian bertujuan alam dan menggunakan metode alami yang berbeda. 

Berdasarkan hasil interpretasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat data yang 

diperoleh dari hasil survei adalah berupa data kualitatif, karena sifat informasi 

yang diperoleh berupa kata-kata, frasa atau penjelasan. sering dilakukan, tanpa 

memerlukan perhitungan numerik atau analisis statistik.  
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3.5.2 Sumber Data 

Menurut (Moelong., 2011:114), Data merupakan rangkaian fakta atau 

kejadian mentah yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh 

pikiran penerima data, sehingga data tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk 

dilihat sebagai informasi. Data tersebut dapat berupa angka, kata, karakter, suara, 

atau simbol yang dapat digunakan sebagai informasi. Sumber data penelitian 

adalah sumber tempat dapat mengekstrak data. Sumber data merupakan masalah 

yang perlu diperhatikan dalam penelitian ilmiah untuk mendapatkan data yang 

lengkap, akurat dan dapat dilacak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

3.5.2.1 Sumber Data Primer 

Menurut (Sugiyono, 2012). Data primer adalah sumber data yang 

diperoleh langsung dari sumbernya (tanpa perantara) dan data primer adalah data 

yang peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan 

dikumpulkan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui dokumen, 

observasi dan wawancara langsung dengan informan di lokasi penelitian. Metode 

yang digunakan adalah metode wawancara (interviewing) terhadap partisipan 

penelitian. Karena keterbatasan waktu penelitian, peneliti tidak dapat 

mewawancarai seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mengambil strategi 

wawancara dengan ketua Bawaslu NTB, Anggota Komisioner dan beberapa staf 

Bawaslu NTB yang berhubungan dengan topik yang peneliti sedang teliti.  
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3.5.2.2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti 

catatan resmi dari instansi. Data sekunder juga bisa berupa jurnal, buletin, 

lampiran, hasil survei, dan lainnya. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk 

mendukung kesimpulan dan melengkapi informasi yang dikumpulkan melalui 

metode penelitian lain seperti data kritis, pemantauan, dan wawancara. Data 

sekunder juga bisa diperoleh secara tidak langsung melalui perantara dan 

dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder juga bisa diberikan dalam bentuk 

data tertulis dari berbagai sumber yang sesuai dengan tujuan penelitian. (Sugiono, 

2012). 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam bukunya (Sugiyono, 2013:246). Dalam penelitian kualitatif, data 

dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda (triangulasi), dan dilakukan terus menerus sampai data jenuh. 

Dengan pengamatan yang terus menerus menghasilkan satu level data. Data yang 

diperoleh biasanya berupa data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang 

digunakan tidak memiliki pola yang jelas. Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data 

selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis 

tanggapan responden setelah melakukan analisis yang tidak memuaskan, setelah 

itu peneliti terus memformat ulang sampai titik waktu tertentu. 

1. Reduksi data (Data Reduction), atau proses seleksi, berfokus pada 

penyederhanaan dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan 

lapangan yang dipelajari. 
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2. Penyajian data (Data Display). Kegiatan mengumpulkan informasi dalam 

bentuk teks naratif, diagram jaringan, tabel dan diagram untuk tujuan 

pemahaman yang lebih dalam daripada menemukan informasi yang dipilih 

diikuti dengan deskripsi atau deskripsi tabel. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data dapat berupa uraian singkat, tabel hubungan antar kategori, 

dan sebagainya. Data ditampilkan sebagai data atau teks yang dapat 

dipahami. 

3. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan 

(Verification/Conclution Drowing), yaitu mengkonfirmasi hasil reduksi 

data, yang selalu dikaitkan dengan rumusan masalah tentang tujuan yang 

ingin dicapai. Data yang terkumpul dibandingkan satu sama lain dan 

ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan (Sugiyono, 2013). 

Peneliti terus bekerja untuk mencapai kesimpulan di bidang ini. Sejak awal 

pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai memperhatikan keteraturan anotasi 

teoretis, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalur sebab akibat, dan model 

yang menentukan. Kesimpulan ini diperlakukan secara kasar dan tetap liberal dan 

skeptis.   


